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ABSTRACT

The involvement of police officers in online gambling impacts two legal domains:
Civil Law (specifically regarding agreements) and the National Police Disciplinary
Regulations (regarding internal sanctions). The issues in this thesis are how fo
legally regulate online gambling agreements by police officers, how o enforce the
law against police officers involved in online gambling agreements, and what
obstacles the police fuce in combating online gambling against their officers. This
research is a normative study using a library study method to examine secondary
data. The type of data used in this research is secondary data. Primary and
secondary legal materials are systematically compiled and analyzed qualitatively.
The legal regulation of online gambling agreements by police officers is mvalid and
null and void. This is because the subject matter of the agreement is contrary fo
law, public agreement, and morality in Indonesia. Agreements involving online
‘gambling by anyone, including police officers, are void in Indonesia due fo their
illegal nature. Police officers involved face severe criminal and ethical sanctions,
including dishonorable discharge (PTDH). Law enforcement against police
officers involved in online gambling is carried out through two channels: criminal
sanctions based on general law and disciplinary sanctions and the National
Polices internal code of cthics, which can result in diskonorable discharge
(PTDH). This law enforcement includes action against officers who simply gamble
online, especially if they are involved as protectors or part of a gambling network.
Obstacies for the police in combating online gambling against their officers include
a lack of resources, technological limitations, and internal issues such as the

sement of certain officers. These obstacles arise from the difficulty
gdtconic evidence, the difficulty of identifying perpetrators, budget
Y lack of technological expertise among; mvestigators, combined

dination between the police and relevant agencies

nline Gambling, Police
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  
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ABSTRAK

ANALISIS PERIKATAN JUDI  ONLINE OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN BERDASARKAN KUHPERDATA DAN PERATURAN

 DISIPLIN POLRI

Faisal Utama Tambunan
(235114152)
Keterlibatan anggota kepolisian dalam judi online berdampak pada dua ranah hukum yaitu Hukum Perdata (khususnya terkait perikatan) dan Peraturan Disiplin Polri (terkait sanksi internal). Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan  hukum perikatan perjudian online oleh anggota kepolisian, bagaimana penegakan hukum terhadap oknum polisi yang teerlibat perikatan dalam   judi  online, bagaimana hambatan Kepolisian dalam penanggulangan judi  online terhadap anggotanya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan  menggunakan metode penelitian pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Pengaturan  hukum perikatan perjudian online oleh anggota kepolisian adalah tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini karena objek dari perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan di Indonesia. Perjanjian yang berkaitan dengan perjudian online oleh siapa pun, termasuk anggota kepolisian, adalah  batal demi hukum di Indonesia karena objeknya ilegal. Anggota kepolisian yang terlibat menghadapi sanksi pidana dan sanksi etik berat hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Penegakan hukum terhadap oknum polisi yang teerlibat perikatan dalam   judi  online dilakukan melalui dua jalur, yaitu  sanksi pidana berdasarkan hukum umum dan sanksi disiplin serta kode etik internal Polri, yang dapat berujung pada Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH). Penegakan hukum ini mencakup penindakan terhadap anggota yang hanya sekadar bermain judi online, terlebih lagi jika terlibat sebagai pelindung (beking) atau bagian dari jaringan bandar. Hambatan Kepolisian dalam penanggulangan judi  online terhadap anggotanya adalah kurangnya sumber daya, keterbatasan teknologi, dan masalah internal seperti potensi keterlibatan oknum aparat. Hambatan ini muncul karena kesulitan mengumpulkan bukti elektronik, sulitnya identifikasi pelaku, keterbatasan anggaran, dan minimnya keahlian teknologi di kalangan penyidik, ditambah dengan koordinasi yang belum optimal antara kepolisian dan instansi terkait. 
Kata Kunci: Perikatan, Judi  Online, Kepolisian.

[image: image7.jpg]UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL
WASHLIYAH

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK. No. : 181/DIKTI/Kep/2002
Kannps Waanmad sy Tl L . Gra 1 o 53 ampus Mo Y a1, 1o, 02
HmpusArrsiman Sy ). Gar I o, 52 s, kg i -.. W osuogan D ok Mo il K.
Fagar e, Lok Pokam
Telp. (061) 7857044 Medan 20147 Home Page : hit:/fwwew mnaw:ac. il nfo@urnaw.ac id

Kepada : Yth. Bapak/Ibu Ketua Program Studi
Perihal : Permohonan Persetujuan Judul

Nama Mahasiswa  : Faisal Utama Tambunan

NPM 245114152
Jurusan/Prog. Studi  : Imu Hukum
Kredit Kumulatif
No. Judul yang diajukan Persctujuan

ke Nl g1

Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Diakibatkan

, | Penyalahgunaan Narkotike (Peneitian di Pusat Rehabilitasi
Narkoba Al Kamal Sibolangit Centre)” /<

1 Analisis Perikatan Judi Online oleh Anggota Kepolisian
berdasarkan KUH Perdata dan Peraturan Disiplin Polri

‘Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Sanksi Pidana terhadap
3 Demonstran dalam Perspektif Hak Asasi Manusia 7<

Demikian permohonan ini disampaikan untuk pemeriksaan selanjutnya. Atas perhatian Bapak/
Tou diucapkan terimakasih.

Penbiohing : T¢i Reni Novita, St Mk Y
Pers T - oo Qagy Sivkaca, € ot ¥
Qe § : Prog. Or. Mohamonad Riduan Labis . . M-tfem V.

(Faisal Utama Tambunan)

Hormat pemohon,

Keterangan :
Dibuat rangkap 3 : - Asli untuk fakultas
- Duplikat untuk Ketua Prodi
- Triplikat untuk arsip yang bersangkutan.

Catatan :Paraf dan tanda ACC Ketua Program Studi pada lajur judul yang disetujui dan silang pada lajur yang
ditolak
oY
7




DAFTAR ISI

                                                                                                                        Halaman

KATA PENGANTAR

i

ABSTRAK

iv

ABSTRACT

v

DAFTAR ISI.

vi

BAB    I     :  PENDAHULUAN

1

Latar Belakang Masalah

1

Perumusan Masalah

8

Tujuan Penelitian

8

Manfaat Penelitian

9

BAB   II     : TINJAUAN PUSTAKA

10

Tinjauan Umum Tentang Perikatan

10
Syarat Sahnya Peikatan

15
Judi Online

23

BAB   III    :  METODE PENELITIAN

29

Sifat Penelitian

29

Jenis Penelitian

29

Sumber Data

30

Teknik Pengumpulan Data

31

Analisis Data

32

BAB   IV    :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

33

Pengaturan  Hukum Perikatan Perjudian Online Oleh 

Anggota Kepolisian

33
Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi Yang Terlibat 

Perikatan Dalam   Judi  Online

38

Hambatan Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi  Online 

Terhadap Anggotanya

60

BAB   V      :   KESIMPULAN DAN SARAN

72
Kesimpulan

72

Saran

73

DAFTAR PUSTAKA

.
BAB I

PENDAHULUAN

Latar BelakangMasalah

Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Internet merupakan media utama yang dapat digunakan, karena melalui media internet seseorang dapat terhubung dengan teman atau bahkan dengan orang asing yang sama sekali tidak dikenal dan berdomisili di luar negeri.
 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. 

Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan beragam jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai fasilitasnya, dalam hal ini internet merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi tersebut, yang memberi kemudahan dalam berinteraksi tanpa harus berhadapan secara langsung satu sama lain.
 

Bangsa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang menuju masyarakat industri yang berbasis teknologi informasi, dalam beberapa hal masih tertinggal. Kondisi ini disebabkan karena masih relatif rendahnya sumber daya manusia di Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini termasuk kemampuan dalam menghadapi masalah hukum yang timbul. Salah satu dampak negatif yang timbul adalah tingginya tingkat kejahatan di berbagai bidang dengan beragam modus operandinya.

Perkembangan teknologi ternyata tidak hanya membawa dampak positif bagi masyarakat. Sebagai contoh, teknologi internet bisa memberikan pengaruh negatif bagi para pemakainya. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti pencemaran nama baik, pornografi, pembobolan rekening, perusakan jaringan, penyerangan melalui virus, dan termasuk perjudian online. Salah satu alat yang sering digunakan dalam perjudian online adalah handphone dan komputer, dimana handphone dipergunakan sebagai sarana komunikasi sedangkan, komputer sebagai sarana untuk bekerja, tetapi pada prinsipnya tetap sama, dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan atau kriminalitas.

Kemajuan teknologi komputer dan internet juga berpengaruh terhadap berkembangnya tindak pidana perjudian dengan memanfaatkan kedua sarana tersebut. Jenis tindak pidana ini, tidak mudah dihilangkan dalam masyarakat, apalagi dengan sifatnya yang lebih privasi dan tertutup, memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini.

Hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.
 

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.

Perjudian adalah suatu permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Praktek perjudian kendati telah dilarang, masih saja ada pelaku yang melakukannya. Bahkan media yang digunakan untuk mempertaruhkan uang semakin banyak. Mulai dari kamar hotel, pertandingan sepakbola, hingga dunia maya. Perjudian merupakan salah satu kejahatan yang tidak mudah diberantas.  Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Pola berjudi mendorong orang untuk selalu merebut kemenangan, dan menjadikan dirinya serakah serta gila kemenangan. Namun akibatnya, justru menderita kekalahan. Sedangkan dampak dari adanya perjudian tersebut bisa merangsang orang untuk berbuat kriminalitas seperti mencuri, merampok, korupsi dan melakukan macam-macam asusila lainnya.

Perjudian adalah suatu perilaku yang bertentangan dengan hukum dan hal ini sudah jadi kebiasaan hampir disetiap lingkungan masyarakat. Berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung permissif dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan. Sehingga yang terjadi diberbagai tempat sekarang ini banyak dibuka agen-agen judi togel dan judi-judi lainnya yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar.

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertaruhan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib dan setiap bentuk permainan yang bersifat untung- untungan bagi yang turut bermain, dan juga meliputi segala macam pertaruhan yang bertaruh tidak ikut dalam perlombaan tersebut termasuk juga segala macam pertaruhan lainnya.

Dampak dari perjudian sangat merugikan bagi masyarakat dan bagi moral Bangsa. Pada dasarnya kejahatan itu mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu, selain itu pengaruh bagi anak-anak sangat besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat terjadi dilingkungannya dan akan menimbulkan kerugian materiil bagi mereka yang melakukan.

Judi mempunyai gejala- gejala sebagai berikut:

Banyak waktu terbuang sia-sia.

Kemiskinan, kesengsaraan terhadap diri dan keluarga.

Bersikap tidak jujur dan selalu berhutang.

Kepentingan kerja selalu diabaikan.

Tidak menghiraukan kesehatan, makan dan minum tidak teratur.

Bersikap tamak dan menggunakan apa saja untuk kepentingannya. Selalu mengalami kerugian karena tidak dapat apa-apa dengan berjudi.

Sanggup melakukan apa saja asalkan dapat berjudi.

Kemungkinan besar pemain judi akan ditangkap dan didakwa di pengadilan

Pemain judi tidak menjadi kaya melalui perjudian.

Judi melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Dalam semua kasus internet gambling, para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan gambling online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada website judi tersebut. 

Kenyataannya judi telah menjadi bagian dan kebiasaan di masyarakat dan pelakunya selain masyarakat juga dilakukan oleh oknum yang anggota Polisi. Melihat fakta yang ada, penegakan hukum terhadap perjudian ini tidak maksimal para penjudi dan bandar-bandar judi tidak dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, padahal perjudian ini jelas suatu tindak pidana yang bertentangan dengan hukum di negara Indonesia. Disamping itu dalam kenyataannya dimana masyarakat tidak ada yang peduli terhadap tindak pidana perjudian yang terjadi dilingkungannya, mereka memilih diam dan tidak ada perilaku hukum yang seharusnya ada dan dilakukan yaitu dengan menindak agar perjudian tersebut dapat di hilangkan dan para penjudi bisa ditangkap sesuai hukum yang berlaku. 

Perikatan yang terjadi dalam konteks judi online tidak sah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), keterlibatan dalam perjudian online merupakan pelanggaran berat yang dikenai sanksi tegas berdasarkan Peraturan Disiplin Polri, bahkan dapat dikenai sanksi pemecatan (PTDH).

KUHPerdata mengklasifikasikan perjudian sebagai perbuatan yang tidak menciptakan perikatan yang dapat dituntut secara hukum. Perikatan yang lahir dari perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat sah tersebut mencakup: 

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Suatu hal tertentu.

Suatu sebab yang halal.

Perikatan yang muncul dari aktivitas perjudian online tidak memenuhi syarat keempat, yaitu sebab yang halal. Karena perjudian dilarang oleh undang-undang, maka perikatan yang lahir darinya dianggap memiliki sebab yang tidak halal sehingga batal demi hukum. 

Pasal 1788 KUHPerdata secara eksplisit menyatakan bahwa undang-undang tidak memberikan hak untuk menuntut secara hukum atas utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan. Artinya, jika seorang anggota Polri memiliki utang karena kalah judi online, kreditur tidak dapat menuntut pembayaran utang tersebut melalui jalur hukum perdata. 

Bagi anggota Polri, keterlibatan dalam judi online tidak hanya batal secara perdata, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap disiplin dan kode etik profesi Polri. Anggota Polri diwajibkan untuk menjunjung tinggi etika kepribadian, kelembagaan, dan kemasyarakatan. Keterlibatan dalam perjudian online mencoreng nama baik institusi dan melanggar sumpah jabatan. Perbuatan ini dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. 

Pimpinan Polri telah berulang kali menegaskan akan menindak tegas setiap anggota yang terlibat judi online, bahkan hingga sanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH).  Selain sanksi disiplin dan etik, anggota Polri yang terlibat dalam judi online juga dapat dikenai sanksi pidana sesuai undang-undang yang berlaku, seperti Pasal 303 KUHP atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

Secara hukum perdata, perikatan yang dibuat oleh anggota Polri terkait judi online adalah batal demi hukum karena memiliki sebab yang tidak sah (melanggar hukum). Konsekuensinya, utang yang timbul dari perjudian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk ditagih di pengadilan perdata. 

Di sisi lain, dari sudut pandang disiplin dan kode etik Polri, keterlibatan dalam judi online merupakan pelanggaran berat yang dapat berujung pada sanksi disiplin, sanksi etik, bahkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), terlepas dari ada atau tidaknya utang yang terjadi. Hal ini menunjukkan komitmen Polri untuk menjaga integritas institusi dan personelnya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang “Analisis Perikatan Judi  Online Oleh Anggota Kepolisian Berdasarkan KUHPerdata Dan Peraturan Disiplin Polri”.

Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah:

Bagaimana pengaturan  hukum perikatan perjudian online oleh anggota kepolisian?

Bagaimana penegakan hukum terhadap oknum polisi yang teerlibat perikatan dalam   judi  online ?

Bagaimana hambatan Kepolisian dalam penanggulangan judi  online terhadap anggotanya?

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pengaturan  hukum perikatan perjudian online oleh anggota kepolisian

Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap oknum polisi yang teerlibat perikatan dalam   judi  online
Untuk mengetahui hambatan Kepolisian dalam penanggulangan judi  online terhadap anggotanya

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah : 

Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum perdata

Secara praktis:

Bermanfaat kepada masyarakat umum khususnya kepada masyarakat mengenai pesatnya perkembangan perjudian di dunia maya yang akan ditinjau dari faktor atau latar belakang yang mendorong seseorang sehingga melakukan judi  online tersebut serta usaha yang dilakukan untuk menanggulanginya

Mengungkapkan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan serta alternatif solusi permasalahan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Perikatan
Perikatan atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.
 Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.  M. Yahya Harahap mengatakan bahwa “istilah kontrak sama pengertiannya dengan persetujuan”.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa perjanjian sama pengertiannya dengan persetujuan, oleh karena itu persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata dapat dibaca dengan perjanjian.

Menurut para sarjana, antara lain Abdulkadir Muhammad bahwa rumusan perjanjian adalah KUHPerdata itu kurang memuaskan, karena mengandung beberapa kelemahannya yaitu.       

Hanya menyangkut sepihak saja


Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.Kata kerja “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak.Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara pihak-pihak.

Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus


Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan  melaksanakan tugas tanpa kuasa (zaakwaarneming), tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang tidak mengandung konsesus. Seharusnya dipakai kata “persetujuan”.

Pengertian perjanjian terlalu luas


Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut diatas terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padalah yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku ketiga KUHPerdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal.

Tanpa menyebut tujuan

Pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perlu dirumuskan kembali arti perjanjian. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa perjanjian adalah “hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hukum”.
  M. Yahya Harahap mengatakan perjanjian adalah “hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.

R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan perjanjian adalah “suatu perhubungan hukum mengenai  harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.

Dari beberapa pengertian perjanjian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur yang membentuk pengertian perjanjian adalah :

Terdapatnya para pihak yang berjanji.

Perjanjian itu didasarkan kepada kata sepakat / kesesuaian hendak.

Perjanjian merupakan perbuatan hukum atau hubungan hukum.

Terletak dalam bidang harta kekayaan. 

Adanya hak dan kewajiban para pihak.

Menimbulkan akibat hukum yang mengikat.

Berdasarkan 6 (enam) unsur tersebut ada hal yang perlu diperjelas, misalnya perubahan konsep perjanjian yang menurut paham KUH Perdata dikatakan perjanjian hanya merupakan perbuatan (handeling), selanjutnya oleh para sarjana di sempurnakan menjadi perbuatan hukum dan perkembangan terakhir dikatakan sebagai hubungan hukum. 

Sudikno Mertokusumo menjelaskan perbedaan perbuatan hukum dan hubungan hukum yang melahirkan konsep perjanjian sebagai berikut : bahwa perbuatan hukum (rechtshandeling) yang selama ini di maksudkan dalam pengertian perjanjian adalah satu perbuatan hukum bersisi dua (een tweezijdigerechtshandeling) yakni perbuatan penawaran (aanbod) dan penerimaan (aanvaarding) . berbeda halnya kalau perjanjian dikatakan sebagai dua perbuatan hukum yang masing-masing berisi satu (twee eenzijdige rechtshandeling) yakni penawaran dan penerimaan yang didasarkan kepada kata sepakat antara dua orang yang saling berhubungan untuk menimbulkan akibat hukum, maka konsep perjanjian yang demikian merupakan suatu hubungan hukum (rechtsverhoudingen). 

Sehubungan dengan perkembangan pengertian perjanjian tersebut, Purwahid Patrik menyimpulkan bahwa “perjanjiian dapat di rumuskan sebagai hubungan hukum antara dua pihak dimana masing-masing melakukan perbuatan hukum sepihak, penawaran dan penawaran”.
 Perjanjian adalah perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum yang terletak di dalam lapangan hukum harta kekayaan  diantara dua orang atau lebih yang menyebabkan pihak  yang satu  berhak  atas  sesuatu  dan pihak lain mempunyai kewajiban untuk melakukan atau memberi  sesuatu.  Atau dengan  kata  lain  pihak  yang  mempunyai  hak  disebut kreditur sedangkan pihak yang  mempunyai   kewajiban disebut debitur.

Jelaslah bahwa yang menjadi  subjek  perjanjian adalah  kreditur  dan debitur. Perjanjian  itu  tidak hanya  harus  antara seorang debitur dengan seorang kreditur   saja,  tetapi  beberapa   orang kreditur berhadapan  dengan seorang debitur atau sebaliknya. Juga jika pada mulanya kreditur terdiri dari beberapa orang  kemudian yang tinggal hanya  seorang  kreditur saja berhadapan dengan seorang debitur juga tidak menghalangi perjanjian itu.

Berdasarkan perumusan perjanjian, maka suatu perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Ada pihak-pihak minimal dua pihak

Dikatakan pihak bukan orang karena mungkin sekali dalam suatu perikatan terlibat lebih dari dua orang, tetapi pihaknya tetap dua.

Ada persetujuan antara para pihak, mengenai :

Tujuan

Prestasi

Bentuk tertentu lisan/tulisan

Syarat tertentu yang merupakan isi perjanjian

Subjek perjanjian adalah “pihak-pihak yang terkait dengan suatu perjanjian. KUHPerdata membedakan tiga golongan yang tersangkut pada, yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian, ahli waris mereka dan pihak ketiga”.
 Subjek perjanjian terdiri dan orang dan badan hukum, dan dalam perjanjian, para pihak dibagi menjadi kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang berhak atas sesuatu (prestasi) dan pihak debitur, dan debitur bekewajiban memenuhi sesuatu kepada pihak kredltur. 

Badan hukum dapat berbentuk firma (Fa), Persatuan komanditer (CV), Perseroan terbatas (PT), dan Badan Usaha Koperasi. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak sebagai manusia. Dalam pembuatan perjanjian, jika badan hukum bertindak sebagai subjek hukum, maka harus diwakili oleh orang atau manusia. Dan manusia sebagai wakil itu harus bisa bertindak melakukan perbuatan hukum sesuai Pasal 1330 KUHPerdata.

Objek bukti adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, dan yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Prestasi adalah kewajiban salah satu pihak dan pihak lain berhak untuk menuntut hal itu. Dalam perjanjian, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan dalam melakukan perbuatan itu debitur harus mematuhi semua ketentuan dalam perjanjian, debitur bertanggungjawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjaan.

Objek dari perjanjian atau prestasi harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, maka pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut dikatakan wanprestasi. Namun, hal tesebut dapat dikecualikan dalam hal memaksa atau overmacht, dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya karena sebab diluar dirinya seperti meninggal dunia, bencana alam, kecelakaan, dan lain-lain. “Objek perjanjian tidak boleh samar- samar sebab, objek perjanjian yang jelas dapat memberikan jaminan kepada para pihak pembuat perjanjian dan mencegah perjanjian yang fiktif”.

Syarat Sahnya Peikatan 

Pasal 1320 KUHPerdata, menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian  hutang piutang diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Sepakat di sini dimaksudkan adalah adanya persesuaian kehendak antara si pemegang hak dengan si pemegang kewajiban, mengenai objek perjanjian. Berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak tersebut. Kesepakaan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kesepakatan yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu dapat dilihat atau diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak yaitu dengan:
Bahasa yang sempurna dan tertulis;
Bahasa yang sempurna secara lisan;
Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
Bahasa isyarat asal dapat diterima oeh pihak lawannya;
Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Tidak dianggap sah suatu kesepakatan jika diberikan karena :

Salah pengertian (dwaling) atau kekeliruan.

Pemerasan atau dipaksakan

Adanya penipuan”.

Pernyataan  kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak.
 Pada dasarnya cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. “Tujuan pembuaan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna apabila timbul sengketa di kemudian hari”.

Kesepakatan yang merupakan pernyataan kehendak para pihak dibentuk oleh dua unsur yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Penawaran aanbod, offerte, offer) diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untk mengadakan perjanjian. Usul ini mencakup  esensiala perjanjian yang akan ditutup, sedangkan penerimaan aanvarding, acceptatie, acceptance) merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawari.

Persetujuan harus diberikan secara bebas dan persetujuan yang diberikan karena salah pengertian (dwaling), Paksaan (dwang) dan penipuan (bedrog) berarti dalam persetujuan yang diberikan jelas merupakan persetujuan kehendak yang cacat. Terhadap persetujuan yang demikian dapat dilakukan pembatalan, tapi bukan batal dengan sendirinya.

Mengenai salah duga atau salah pengertian yang dapat dibatalkan harus mengenai inti sari pokok persetujuan. Jadi harus mengenai objek atau prestasi yang dikehendaki. Salah pegertian (dwaling) mengenai orangnya tidak menyebabkan persetujuan dapat batal. Hanya salah pengertian terhadap objek yang menyebabkan persetujuan dapat batal. Dengan demikian salah duga atau salah pengertian yang menyebabkan lenyapnya persetujuan harus mengenai :

Pokok atau maksud objek persetujuan

Kedudukan hukum subjek yang membuat persetujuan

Hak subjek hukum yang bersangkutan.

Paksaan yang dapat melenyapkan masalah perizinan dalam persetujuan ialah paksaan bersifat tidak adanya pilihan. Sedemikian rupa paksaan kekerasan yang diancamkan, sehingga orang yang bersangkutan tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan perbuatan yang dipaksakan. Paksaan itu sifatnya mutlak atau absolut yang menyebabkan seorang terpaksa mengikuti kehendak orang yang memaksanya sehingga tidak dapat menghindar dari paksaan tersebut.

Berbeda halnya dengan paksaan psikis, di sini sifat paksaan relatif yang memberi kemungkinan kepada pihak yang dipaksa melakukan pilihan kehendak. Seseorang itu masih dapat mengelak dari paksaan dimaksud. Selanjutnya perizinan yang diberikan dalam persetujuan diperoleh dengan jalan penipuan, hal ini juga mengakibatkan peizinan dalam persetujuan dianggap tidak ada. Persetujuan yang diperoleh dengan jalan tipu muslihat berarti persetujuan tersebut tidak ada. Penipuan itu harus berupa tipu muslihat hingga sesuatu yang tidak benar terkesan merupakan gambaran keadaan dan kejadian yang sungguh-sungguh benar tentang sesuatu hal.

Sesuatu baru disebut tipu muslihat apabila :

Hal itu merupakan kebohongan yang diatur rapi

Sesuai pula dengan taraf pendidikan kecakapan orang yang ditipu. Kalau yang ditipu tadi seorang terpelajar dan hanya dengan tipuan yang sangat rendah dia sudah percaya, tentu dianggap tidak ada penipuan.

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah rang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Orang yang cakap atau mempuyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. 
Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah  sebagaimana diatur dala Pasal 1330 KUH Perdata yaitu: 

Anak dibawah umur (minderjarigheid); 
Orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 
Isteri. Kedudukan isteri dalam perkembangannya dapat melakukan perbuatan hkum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 dan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963.

Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu adalah perihal yang merupakan objek dari suatu kontrak sehingga suatu kontrak haruslah mempunyai objek tertentu.
  Suatu hal tertentu adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Pernyataan-pernyataan yang tidak dapat ditentukan sifat dan luas kewajiban para pihak adalah tidak mengikat (batal demi hukum).

Ketentuan tentang objek tertentu dalam perjanjian adalah:

Barang yang merupakan objek perjanjian tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan.

Pasal 1332 KUH Perdata ditentukan bahwa: Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Barang-barang yang dapat dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan karena lazimnya barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang di luar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan obyek perjanjian.

Pada saat perjanjian dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya.

Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu, asal saja jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung

Menurut Pasal 1333 ayat (2) KUHPerdata bahwa: Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Barang tersebut dapat juga barang yang baru akan ada di kemudian hari

Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdata, ditentukan bahwa: Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Tidak dapat dibuat kontrak terhadap barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 ayat  (2) KUHPerdata.

Suatu sebab yang halal.

“Sebab (causa) adalah isi perjanjian itu seniri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak”.
 Pasal 1335 KUHPerdata, dinyatakan bahwa: Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Sebab yang terlarang dalam Pasal 1337 KUHPerdata adalah: Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan
Berdasarkan  syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut  di atas,  kedua  syarat pertama yaitu sepakat  mereka  yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat  perjanjian dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat  tersebut mengenai subjek perjanjian. 

Syarat subjektif adalah suatu syarat yang  menyangkut pada   subjek-subjek  perjanjian  itu   atau   dengan perkataan  lain,  syarat-syarat yang  harus  dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, hal ini meliputi kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, akan tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

Perjanjian yang telah dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang dan dilaksanakan dengan itikad baik, maka  perjanjian itu sah dan mengikat bagi kedua belah pihak. Lebih tegasnya Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Apabila terjadi sengketa karena salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak lainnya dapat membawanya ke pengadilan dan apabila terbukti memang demikian kejadiannya, hakim dapat menghukum pihak yang salah berdasarkan perjanjian itu.

Melalui suatu perjanjian, maka terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal inilah dikatakan fungsi perjanjian sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja.

Perjanjian dalam hubungan bisnis perlu dibuat secara tertulis karena perjanjian ini sebagai pegangan, pedoman dan alat bukti para pihak itu sendiri. Dengan adanya perjanjian yang baik akan mencegah terjadinya perselisihan karena semuanya sudah diatur dengan jelas sebelumnya. 

Undang-Undang telah menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan dalam suatu perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

“Istilah secara sah, pembentuk Undang-Undang hendak menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum”.
 Semua perjanjian yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Secara sah di sini adalah bahwa pembuatan perjanjian hutang piutang harus mengikuti apa yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata.

Akibat hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian hutang piutang tersebut bervariasi mengikuti syarat-syarat yang dilanggar sebagaimana disebutkan di atas. Konsekuensi hukum tersebut adalah :       

Batal demi hukum nietig, null and volid), misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni hal tertentu dan sebab yang dibolehkan.

Dapat dibatalkan (vernietigbaar, voidable)¸misalnya dalam hal tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni kesepakatan dan kecakapan berbuat.

Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (unenforceable). Perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan adalah perjanjian tidakbegitu saja batal tetapi tidak dapat dilaksanakan, melainkan masih mempunyai status hukum tertentu. Bedanya dengan perjanjian yang batal (demi hukum) adalah perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan masihmungkin dikonversi menjadi perjanjian yang sah. Sedangkan bedanya dengan perjanjian yang dapat dibatalkan, perjanjian tersebut sudah sah, mengikat dan dapat dilaksanakan sampai dengan dibatalkan perjanjian tersebut, sementara perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan belum mempunyai kekuatan hukum sebelum dikonversi menjadi perjanjian yang sah.

Ada juga syarat perjanjian yang apabila tidak terpenuhi hanya mengakibatkan dikenakan sanksi administratif saja terhadap salah satu atau kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut. Misalnya apabila terhadap suatu perjanjian memerlukan izin atau pelaporan terhadap instansi tertentu.

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme, para pihak dalam perjanjian hutang piutang memiliki kebebasan dalam membuat perjanjian. Perjanjian hutang piutang dapat dibuat secara lisan atau secara tertulis tergantung kesepakatan para pihak yang membuatnya.

Perjanjian yang dibuat secara lisan adalah sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat para pihak yang membuatnya sama dengan perjanjian yang dibuat tertulis, asalkan disepakati oleh para pihak dalam perjanjian dan dilaksanakan dengan itikad baik. Biasanya perjanjian secara lisan dibuat apabila isi perjanjiannya tergolong sederhana dengan nominal yang tidak terlalu besar. 

Judi Online
Peran hukum terasa sekali dalam mewarnai tata kehidupan bermasyarakat. Dengan wibawa dan daya gunanya itu semakin berperan serta dalam upaya menstrukturisasi kehidupan sosial, sehingga struktur kehidupan sosial masyarakat dapat diubah dan dikembangkan ke arah kehidupan bersama yang lebih maju, lebih menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bersama yang berkeadilan yang menjadi tujuan hidup bersama dalam bermasyarakat.

Hukum berperan signifikan dalam mendorong proses pembangunan suatu masyarakat sebagai rekayasa sosial dan hukumpun mengendalikan baik para pelaksana penegak hukum maupun mereka yang harus mematuhi hukum, yang mana kesemuanya berada dalam proses pengendalian sosial agar gerak kerja hukum menjadi sesuai dengan hakikatnya sebagai sarana ketertiban, keadilan dan pengamanan serta menunjang pembangunan.

Hukum lahir dalam pergaulan masyarakat dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat, sehingga hukum mempunyai peranan penting di dalam mengatur hubungan antar individu maupun hubungan antar kelompok. Hukum berusaha menjamin keadilan di dalam pergaulan hidup manusia, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan.
Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional teruama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.

 Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.
 Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”.
 

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. 

Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi sebagai : tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Judi online adalah permainan judi yang dimainkan melalui media elektronik dengan mengakses internet sebagai perantara. Perjudian online saat ini sedang marak, menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi yang melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada perjudian tersebut melalui internet. Para penjudi akan diharuskan melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. 

Banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi. Umpamanya pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola. Juga pacuan-pacuan misalnya: pacuan kuda, anjing balap, biri-biri dan karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah bekerja. Di kemudian hari ditambahkan elemen pertaruhan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu: bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi:

Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:

Roulette.

Blackjack.

Bacarat.

Creps.

Keno.

Tombala.

Super Ping-Pong.

Lotto Fair.

Satan.

Paykyu

Slot Machine (Jackpot).

Ji Si Kie.

Big Six Wheel.

Chuc a Cluck.

Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan.

Yang berputar (Paseran).

Pachinko.

 Poker.

Twenty One.

Hwa-Hwe.

Kiu-Kiu.

Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:

Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak.

Lempar gelang.

Lempat uang (coin).

Koin.

Pancingan.

Menebak sasaran yang tidak berputar.

Lempar bola.

Adu ayam.

Adu kerbau.

Adu kambing atau domba.

Pacu kuda.

Kerapan sapi

Pacu anjing

Hailai.

Mayong/Macak

Erek-erek.

Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:

Adu ayam.

Adu sapi.

Adu kerbau.

Pacu kuda.

Karapan sapi.

Adu domba atau kambing.

Adu burung merpati.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sifat  Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,
 maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan penegakan  hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian bola online yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai perikatan judi  online oleh anggota Kepolisian berdasarkan KUHPerdata dan peraturan disiplin Polri.

Jenis Penelitian

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.
 Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (law as it writeen in the book) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law as it is decided by the judge through judicial process) atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain.

Sumber Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.
Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perikatan judi  online oleh anggota Kepolisian berdasarkan KUHPerdata dan peraturan disiplin Polri.

Bahan hukum sekunder adalah bahan–bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa putusan-putusan Pengadilan, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Putusan-putusan Pengadilan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah putusan dengan memperhatikan tujuan penelitian ini dan dengan melihat ciri-ciri dan sifat-sifat dari objek yang diteliti dan hasilkan nanti akan digeneralisasikan.

Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.
Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data  yaitu :

 Penelitian kepustakaan (library research) melalui studi dokumen yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoretis lainnya.

Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan  Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.
 Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistemasikan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan  Sri Mamudji, analsis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.
 Sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang hasil dari penelitian ini. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan  Hukum Perikatan Perjudian Online Oleh Anggota Kepolisian

Perikatan yang timbul dari perjudian dalam aspek hukum perdata Indonesia adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Konsekuensinya, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, dan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran utang yang timbul dari perjudian. 

Perikatan perjudian online bertentangan dengan syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) yang salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya suatu sebab (objek) yang halal. Perjudian merupakan kegiatan yang dilarang oleh hukum pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP serta UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Oleh karena itu, sebab dari perikatan perjudian adalah tidak halal (bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan).

Sebab atau objek yang tidak halal (bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) akan dinyatakan batal demi hukum (null and void). Artinya, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal dan tidak menimbulkan akibat hukum apa pun. 
Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, salah satu syarat objektif sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu sebab (kausa) yang halal. Ketentuan ini diperjelas dalam: 

Pasal 1335 KUH Perdata: Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.
Pasal 1337 KUH Perdata: Sebab adalah terlarang, bila sebab itu dilarang oleh undang-undang, atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. 
Sebab yang halal di sini merujuk pada isi perjanjian itu sendiri atau tujuan yang ingin dicapai para pihak, bukan semata-mata alasan pribadi masing-masing pihak.  Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif (objek atau sebab yang tidak halal), maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini berbeda dengan perjanjian yang hanya dapat dibatalkan ( vernietigbaar) karena tidak terpenuhinya syarat subjektif (misalnya, adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan). 

Sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan sebab yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada asasnya tidak diperdulikan oleh Undang-Undang. Hukum pada asasnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang atau apa yang dicita-citakan seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum atau Undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Misalnya, saya membeli rumah karena saya mempunyai simpanan uang dan saya takut kalau dalam waktu singkat akan ada suatu tindakan moneter pemerintah atau nilai uang akan terus menurun.

 Menurut Pasal 1337 KUHPerdata bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam khasanah hukum perikatan yang dimaksud dengan pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan perikatan itu dianggap tidak pernah ada. Dengan pembatalan perjanjian maka eksistensi perikatan dengan sendiri hapus. Akibat hukum kebatalan yang menghapus eksistensi perikatan selalu dianggap berlaku surut sejak dibuatnya perjanjian.

Pemahaman mengenai pembatalan perjanjian seharusnya dihubungkan dengan tidak dipernuhinya syarat sahnya perjanjian, tidak dipenuhinya unsur subjektif, apabila perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak atau karena ketidakcakapan sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan tidak dipenuhinya unsur objektif, apabila terdapat perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyek tertentu atau tidak mempunyai causa atau causanya tidak diperbolehkan sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dengan demikian pembatalan lebih mengarah pada proses pembentukan perjanjian (penutupan perjanjian). Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula, sebagaimana halnya sebelum penutupan perjanjian. Konsekuensi lanjutan dan efek atau daya kerja pembatalan apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya (mengembalikan apa yang telah diperbolehnya) maka pihak yang lain dapat mengajukan gugat revindikasi (Pasal 574 KUH Perdata) untuk pengembalian barang miliknya atau gugat perorangan atas dasar pembayaran yang tidak terutang (Pasal 1359 KUH Perdata).

Dalam praktek, sering dijumpai adanya klausul yang mengatur kebatalan sebagian substansi perjanjian kerjasama yang lazim dituangka dalam klausul ”kebatalan sebagian”. Klausul ini pada umumnya menegaskan apabila satu atau beberapa ketentuan dinyatakan batal, maka terhadap klausul yang dinyatakan batal dianggap tidak pernah ada. Namun sepanjang tidak terkait dengan substansi klausul yang dibatalkan serta masih memungkinkan untuk dilaksanakan maka sisa perjanjian kerjasama yang ada dinyatakan masih berlaku.

Pembatalan perjanjian akan menyebabkan keadaan kedua belah pihak kepada keadaan sebelum perjanjian dilakukan. Jika salah satu pihak telah menerima sesuatu dari pihak yang lain maka barang akan dikembalikan. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim atas permintaan tergugat dapat memberikan jangka waktu yang tidak boleh dari 1 (satu) bulan.

Dalam kasus batal demi hukum:

Perjanjian dianggap tidak pernah ada.
Tidak diperlukan putusan pengadilan untuk menyatakan kebatalannya, meskipun dalam praktiknya, putusan pengadilan sering dicari untuk kepastian hukum.
Semua yang telah diberikan berdasarkan perjanjian tersebut harus dikembalikan ke keadaan semula seolah-olah tidak ada perjanjian yang terjadi. 
Perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif (salah satunya sebab yang halal) berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, berakibat batal demi hukum (null and void). Ini berarti perjanjian tersebut tidak sah sejak awal dan tidak mengikat para pihak. Karena perikatan perjudian dianggap tidak pernah ada secara hukum perdata, maka tidak ada dasar hukum bagi pihak yang menang judi untuk menuntut pihak yang kalah agar membayar utangnya.

Meskipun aspek utang piutang dari judi batal demi hukum, kegiatan perjudian itu sendiri merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad ). Kerugian yang timbul akibat perjudian (misalnya, kerugian finansial yang signifikan) dalam beberapa kasus dapat dipertimbangkan dalam konteks PMH, terutama jika melibatkan pihak ketiga yang dirugikan atau melibatkan eksploitasi, meskipun hal ini jarang terjadi dalam konteks murni perdata antar penjudi. 

Dikatakan suatu perjanjian batal demi hukum jika perjanjian itu tidak memenuhi syarat objektif. Sedangkan terjadinya suatu pembatalan jika perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, misalnya seorang anak yang belum dewasa mengadakan perjanjian jual beli dengan orang dewasa, maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh orang tuanya dengan  alasan karena anaknya belum dewasa

Secara ringkas, hukum perdata di Indonesia memandang perikatan perjudian sebagai sesuatu yang ilegal dan tidak dapat dieksekusi secara hukum. Pihak yang terlibat dalam perjudian tidak dapat menggunakan mekanisme hukum perdata untuk menyelesaikan sengketa utang yang timbul dari aktivitas tersebut

Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi Yang Terlibat Perikatan Dalam   Judi  Online 
Kasus judi ataupun perjudian dari hari ke hari semakin marak. Masalah judi ataupun perjudian merupakan masalah klasik yang menjadi kebiasaan yang salah bagi umat manusia. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Masyarakat untuk memperoleh informasi dari dunia luar dengan memanfaatkan kemajuan fasilitas teknologi informasi dan sebagai dampak langsung globalisasi dalam era reformasi maka pengaruh buruk terhadap sesuatu hal secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang taraf pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah. Sebagai dampaknya jalan pintas untuk memperoleh sesuatu bukan hal yang diharapkan lagi, termasuk judi dan perjudian.

Manusia Indonesia secara psikologis memang tidak boleh dikatakan pemalas, tapi memang agak sedikit manja dan lebih suka dengan berbagai kemudahan dan mimpi-mimpi yang mendorong perjudian semakin subur. Dari sisi mental, mereka yang terlibat dengan permainan judi ataupun perjudian, mereka akan kehilangan etos dan semangat kerja sebab mereka menggantungkan harapan akan menjadi kaya dengan berjudi.

Seseorang yang terlibat langsung dengan perjudian akan cenderung berpikir negatif dan tidak rasional. Bahkan tidak mungkin akan memicu pada tindak kriminal yang lebih besar. Dari segi perilaku masyarakat juga mudah ditebak, mereka ini cenderung mengisolasi diri dan mencari komunitas yang sejalan dengan mereka. Dengan demikian mungkin judi sudah merupakan penyakit sosial yang usianya sebaya dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia. Pengertian judi oleh masyarakat, yaitu setiap permainan atau perbuatan yang sifatnya untung-untungan atau dengan tidak mempergunakan uang atau barang sebagai taruhannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permainan judi mengandung unsur yang meliputi:

Ada permainan atau perbuatan manusia.

Bersifat untung-untungan atau tidak.

Dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya.
 

Masyarakat menilai atau memandang terhadap judi dalam kehidupan bermasyarakat terdapat dua macam pandangan atau penilaian, yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan dan masing-masing pandangan sulit sekali ditemukan. Ada sebagian masyarakat yang menerima dan senang melakukan perbuatan judi, dan dilain pihak terdapat juga yang tidak senang dan menolaknya bahkan sampai menjauhi dan menganggap judi sebagai perbuatan yang terkutuk. Masyarakat yang demikian ini menghendaki kehidupan yang baik dan yang bersih dari segala perbuatan yang dipandang kurang baik atau tidak patut dilakukan. 

Pendapat masyarakat tentang perjudian di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dapat dikategorikan sebagai berikut:

Golongan pertama, yaitu masyarakat yang senang atau menerima judi atau perjudian.

Golongan kedua, yaitu masyarakat yang tidak senang atau menolak judi atau perjudian.

Golongan pertama yaitu yang senang menerima perjudian. Tipe masyarakat ini berpandangan dan biasanya mereka menerima adanya judi tanpa menghiraukan akibat-akibat yang ditimbulkan baik pada dirinya maupun pada masyarakat. Karena mereka hanya memandang dan memperhatikan pada segi keuntungannya saja, dan mereka menerima judi sebagai salah satu di antara jalan keluar untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Misalnya ingin kaya secara cepat ingin mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dengan tenaga dan biaya yang ringan. Golongan pertama ini beranggapan bahwa masalah judi dipandang sebagai perbuatan yang biasa, bahkan merupakan mata pencaharian sehari-hari, dapat menghasilkan sebanyak-banyaknya dengan melalui permainan judi.

Ada pandangan lain yang berpendapat dan cenderung cara berfikir terhadap judi hanya ditinjau dari segi ekonomi semata-mata, yang dihubungkan dengan masalah pembangunan sehingga menganggap judi itu benar dan tepat sekali dan harus diterima, karena dengan melalui cara lain tidak mungkin, walaupun mungkin dalam waktu yang lama sekali, berarti secara tidak langsung menghambat jalannya pembangunan yang sudah direncanakan, dengan demikian mereka cenderung untuk menggunakan falsafah menghalalkan segala cara. 

Berfikir dari segi ekonomis memang tepat sekali untuk mempercepat masuknya dan atau hasil yang dimaksudkan, dan dapat ditumpuk yang relatif singkat, dengan perjudian uang mengalir gampang sekali. Inilah pandangan atau penilaian bagi golongan yang senang dan menerima kehadiran judi, yang dititik beratkan pada segi keuntungan saja, tanpa menghiraukan akibat negatifnya.

Golongan kedua yaitu yang tidak senang atau menolak terhadap judi. Golongan ini bertitik tolak pada kebiasaan-kebiasaan hidup tanpa membawa akibat yang bersifat negatif termasuk permainan judi, karena ingin yang baik. Judi adalah merupakan suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang ada yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yang biasa disebut norma, yaitu: kesusilaan, kesopanan dan agama. Karena pada prinsipnya semua agama mutlak menolak dan melarangnya karena pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Pelaku judi atau perjudian, maka harus diberikan sanki atas perbuatan tersebut. Atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan  hukum terhadap pelaku perjudian. Secara konseptional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum terhadap oknum polisi yang terlibat perjudian dilakukan melalui dua jalur sanksi (pidana dan etik) dan dapat berujung pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Polri telah menegaskan komitmen untuk menindak tegas anggotanya yang terlibat
Anggota Polri yang melakukan melakukan perikatan judi  online adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Selain itu dalam Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri juga dilarang untuk menyalahgunakan wewenang dalam tugasnya sebagai anggota Kepolisian. Seorang anggota Polri melakukan melakukan tindak pidana judi  online harus dilakukan proses peradilan, dan mempertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan menjalani proses Sidang disiplin Polri, Sidang Kode Etik Polri, atau bahkan Peradilan Umum.

Anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana judi  online dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka anggota Polisi tersebut dikenakan hukuman sebagaimana layaknya warga sipil lainnya yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Mekanisme Penanganan Anggota Polisi Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana. 

Anggota Polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan perjudian online, maka penanganan proses penyidikan perkaranya di tangani oleh kesatuan reserse kriminal setelahnya diserahkan kepada Pelayanan Pengaduan Penegakan Displin (P3D) atau yang lebih di kenal dengan sebutan Propam, yang selanjutnya dari hasil penyidikan tersebut berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya disidang di pengadilan setempat dimana perkara terjadi. Apabila telah dijatuhi vonis hukuman, maka bagi anggota Polisi Republik Indonesia tersebut mendapatkan sanksi yang sama pula dengan masyarakat sipil lainnya. 
Anggota Polri yang terlibat kasus judi online selain diadili dalam lingkungan peradilan umum, tentu saja ada penerapan sanksi yaitu pemberhentian dari dinas kesatuan Polri. Mengenai Pemberhentian Dari Kesatuan dinas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana judi online menjalani pemeriksaan terkait dengan adanya pelanggaran kode etik.  Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri, diatur dalam Pasal 7 Huruf c bahwa setiap anggota Polri yang melakukan atau melaksanakan tugas harus secara profesional dan prosedural. Di sini, dari hasil penyelidikan kami, diduga keempat oknum tersebut tidak profesional, ada SOP (standar operasional prosedur) aturan yang dilanggar sehingga terjadi penganiayaan tersebut.

Anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik dilakukan penindakan oleh Propam. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana judi online pada dasarnya tunduk pada peradilan umum. Pertanggungjawaban pidana Polri tunduk pada peradilan umum, hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum.

Peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi polri terhadap anggota polri yang melanggar kode etik adalah membantu untuk melakukan pengamanan dan pengawasan ke dalam tubuh organisasi Polri tersebut. Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik profesi kepolisian dilakukan melalui tahapan: 
Audit investigasi

Gelar perkara

Pemeriksaan pendahuluan dan pemberkasan

Penerbitan pendapat saran hukum

Sidang kode etik oleh komisi kode etik profesi Polri. 
Ketentuan mengenai kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri agar mentaati dan melaksanakan kode etok profesi Polri dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara. Kaidah moral tersebut penting untuk dipahami dan diaktualisasikan karena bagaimanapun juga keberhasilan pelaksanaan sebuah ketentuan, norma, kaidah termasuk kode etik, tergantung pada pelaksanaannya. Setiap anggota Polri harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etiknya. Baik buruknya institusi Polri bergantung pada integritas moral yang tinggi pada setiap anggota Polri. Polri adalah institusi yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga terjadi tindakan amoral yang dilakukan oleh segelintir oknum anggota Polri maka hal itu akan dapat merusak citra Polri secara kelembagaan.

Anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang berarti telah melakukan pelanggaran kode etik kepolisian. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi Polri adalah:

Meninggalkan tugas secara tidak sah selama dari (tiga puluh) hari berturut-turut. 
Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Kode Etik Polri secara tertulis kepada terperiksa (Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 12 ayat 1 Kode Etik Profesi Polri). Bentuk sanksi moral yang dijatuhkan dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 (a, b dan c) tersebut merupakan bentuk sanksi moral yang bersifat mutlak dan mengikat. Artinya sanksi moral tersebut terumus pada kadar sanksi yang teringan sampai pada kadar sanksi yang terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi.

Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Polri. 
Apabila tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulangkali, maka kepada terperiksa dapat dijatuhi sanksi dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi/fungsi kepolisian. Menurut Pasal 12 (4) Kode Etik Profesi Polri, sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk: 

Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda.
Dipindah tugas ke wilayah berbedah.
Pemberhentian dengan hormat; 
Pemberhentian tidak dengan hormat. 
Sanksi administrasi (a) dan (b) adalah mutasi kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik mutasi jabatan, yaitu dipindah ke jabatan berbeda (bisa penurunan jabatan), atau mutasi wilayah/tempat, yaitu dipindah ke tempat/daerah lain (bisa ke daerah terpencil). Sedangkan sanksi administrasi (c) dan (d) adalah tindakan pemberhentian terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.
Ketentuan Pasal 7 Kode Etik Profesi Kepolisian adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa : 

Bertutur kata kasar dan bernada marah.

Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas. 

Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat.

Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pertolongan.

Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat.

Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan.

Merendahkan harkat dan martabat manusia. 

Ketentuan tersebut merupakan sebagian dari pedoman bagi kepolisian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan hak bagi masyarakat yang dirugikan untuk membuat laporan atau pengaduan agar aparat kepolisian yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran dapat pengaduan dan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yakni: 

Pelapor berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 33 Tahun 2003, dapat berasal dari masyarakat (korban atau kuasanya), Anggota Polri, Instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau Media Massa. 

Laporan disampaikan kepada Pelayanan Pengaduan (Yanduan) baik yang ada di Mabes Polri, maupun yang berada pada tingkat daerah atau wilayah. 

Pemeriksaan awal dilaksanakan oleh pengemban fungsi Provoost pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes Polri. 

Hasil pemeriksaan akan ditelaah, dengan hasil sebagai berikut: 

Jika terdapat unsur tindak pidana maka berkas perkara akan diberikan kepada Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan di pengadilan umum.

Jika terdapat unsur pelanggaran kode etik maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan dibuat komisi kode etik Polri.

Jika terdapat unsur pelanggaran disiplin maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang disiplin. 

Masing-masing pelanggaran memiliki sanksi yang berbeda, diantaranya adalah sebagai berikut: 
Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran yang memiliki unsur pidana, maka sanksi yang diberikan didasarkan pada ketentuan pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran kode etik maka sanksi yang diberikan berupa, dinyatakan sebagai perbuatan tercela, diperintahkan untuk menyatakan penyesalan dan minta maaf secara terbatas dan terbuka, mengikuti pembinaan ulang profesi, tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian dan jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran disiplin maka sanksinya berupa: 

Teguran tertulis.

Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.

Penundaan kenaikan gaji berkala.

Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun.

Mutasi yang bersifat demosi.

Pembebasan dari jabatan.

Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

Berdasarkan tahapan-tahapan yang dilakukan di atas berikut adalah penjelasannya secara lebih rinci yaitu dasar penyidikan terhadap anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana adalah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan Kasi Yanduan Bid Propam), selanjutnya Kabid Propam mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian Provos (Kasubbid Provos) melalui Kepala Unit Penyidik (Kanit Idik) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota dimaksud berikut saksi korban dan saksi-saksi lainnya. 
Penyidik Polri selain sebagai pengemban tugas dan fungsi Kepolisian juga memiliki kewenangan dalam penyidikan dan penegakan hukum terhadap anggota atau oknum yang melakukan tindak pidana. Selain dari hal tersebut diatas, aparat penyidik wajib memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan dari masyarakat sesuai tugas dan fungsinya selaku penyidik. 
Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana judi online, dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yang dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian. Negara Republik Indonesia.

Pemeriksaan terhadap anggota Polri dilaksanakan sesuai jenjang kepangkatan yakni sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri dimana pemeriksaan terhadap anggota Polri dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan.

Pemeriksaan dalam rangka penyidikan dilakukan sesuai dengan Pasal 5 PP No 3 Tahun 2003 berdasarkan kepangkatannya, yakni:

Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara. 

Bintara diperiksa oleh anggota Polisi serendah- rendahnya berpangkat Bintara. 

Perwira Pertama, diperiksa oleh anggota Polisi yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara 

Perwira Menengah diperiksa oleh anggoata yang berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama. 

Perwira Tinggi diperiksa serendah-rendahnya oleh anggota yang berpangkat Perwira Menengah.

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan Kanit Idik atau anggota Idik, mengarah pada tindak pidana, maka Kabid Propam setelah meminta saran dan pendapat hukum pada Bid Binkum melimpahkan perkara tersebut kepada Dit Reskrim (untuk tingkat Mapolda) atau Kasi Propam melimpahkan perkara ke Satuan Reskrim (untuk kewilayahan) dengan tembusan Ankum di mana anggota tersebut ditugaskan. 
Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) PP No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI dijelaskan bahwa:

Anggota Polri yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dapat dilakukan secara langsung. 

Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri. 

Pemberhentian sementara dari dinas Polri bertujuan untuk memudahkan proses penyidikan, dalam arti bahwa status anggota Polri ketika dilakukan penyidikan dikembalikan sebagai anggota masyarakat, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. 
Tindak pidana judi online yang dilakukan oleh anggota Polri pada dasarnya juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri, oleh karenanya Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana.

Pasal 12 ayat (1) di atas, dapat dipahami bahwa anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana judi online dan diselesaikan melalui mekanisme sidang disiplin (internal Polri), bukan berarti proses pidana telah selesai, namun dapat dilimpahkan kepada fungsi Reserse untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, sepanjang pihak korban menginginkannya, demikian pula dengan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri. Dalam konteks ini tergantung pada kebijakan Ankum dalam menyikapi permasalahan anggotanya.

Setiap pelanggaran hukum dan atau tindak pidana yang melibatkan atau pelaku perbuatan tindak pidana adalah anggota Polri, maka peranan Ankum sangat penting. Ankum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukum disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Pentingnya peranan Ankum ini, dapat menentukan anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum termasuk tindak pidana, untuk dilakukan proses hukum baik untuk internal Polri, maupun proses peradilan umum. Dan setiap proses hukum harus sepengetahuan Ankum, karena Ankum mempunyai kewenangan penuh dan dianggap lebih mengetahui persoalan yang dihadapi masing-masing anggotanya.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Polri dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri memberikan pendasaran bagi jenis pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Pasal 29 ayat (1) menyatakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Pernyataan pasal ini menjelaskan secara garis besar bahwa jika seorang anggota Polri melakukan satu jenis tindak pidana, maka ia harus tunduk pada peradilan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal senada terdapat juga dalam Pasal 7 ayat (4) Ketetapan MPR Nomor 7 Tahun 2000 Tentag Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan “Anggota Kepolisian Negara Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.”

Pelaksanaan proses hukum terhadap anggota Polri diperlukan dasar hukum yang dipakai sebagai landasan yuridis formil di dalam melakukan tindak terhadap setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana judi online  dilakukan setelah perkara pidana disidangkan di pengadilan Negeri dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dasar hukum yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Piadana (Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981). Sehubungan dengan subyek yang menjadi tersangka atau terdakwa adalah anggota Polri, maka selain KUHAP ada beberapa peraturan perundang- undangan yang dipergunakan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan proses hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri 

Sesuai ketentuan peraturan Kapolri Nomor: 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri pada Pasal 19 menentukan bahwa siding komisi kode etik Polri dilakukan terhadap 3 (tiga) jenis pelanggaran yaitu: 

Pelanggaran kode etik profesi Polri;

Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri;

Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri.

Berdasarkan penjelasan tersebut dan berdasar kepada peraturan yang berlaku, maka segala pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sewajarnya dikenakan sanksi, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kapolri Nomor Polisi Kep/32/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003.

Peraturan disiplin bagi Anggota Polri diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 2). Pembentukan peraturan disiplin bagi anggota Polri untuk memenuhi amanat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dengan maksud untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral bagi anggota Polri. 

Polri sebagai sebuah organisasi mutlak mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi. Peraturan disiplin juga dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri. Polri sebagai sebuah organisasi yang kuat harus mempunyai aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak dan bergaul di antara anggotanya, serta dalam bergaul dengan masyarakat dilingkungan sekitarnya. 
Pengaturan mengenai peraturan disiplin Polri dengan peraturan Pemerintah tersebut isinya telah disesuaikan dengan tuntutan tugas dan wewenang serta tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersifat Sipil. Selain itu rumusan peraturan disiplin Polri disesuaikan dengan konteks perkembangan hukum dan ketatanegaraan serta aspirasi masyarakat sesuai tuntutan zaman. 

Anggota Polisi akan menjadi polisi sipil dan melayani semua orang masyarakat dari berbagai strata sosial dan kepangkatan di masyarakat. Anggota Polisi harus ingat bahwa tidak ada kualifikasi yang sangat diperlukan bagi seorang petugas polisi selain pengendalian amarah atau emosional secara sempurna, tidak memasukan ke dalam hati segala bentuk cacian, termasuk dalam kadar yang paling kecil sekalipun atas ucapan atau ancaman yang mungkin dilancarkan kepadanya. 

Disiplin adalah kehormatan yang sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen. Disiplin anggota Polri adalah kehormatan yang menunjukan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri. Pembuatan peraturan disiplin bagi anggota Polri bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Kredibilitas dan komitmen anggota Polri adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum dan memelihara keamanan. Pelaksanaan disiplin bagi anggota Polri berbeda dengan loyalitas, karena pelaksanaan peraturan disiplin didasarkan pada kesadaran dari pada rasa takut, dan didasarkan pada komitmen dari pada loyalitas.

Peraturan disiplin juga memuat tentang sanksi yang dijatukan kepada anggota polri jika melanggar larangan atau peraturan. Peraturan disiplin tersebut untuk memembina anggota polri dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, keteragan dan ketidakpastian, serta membina karkter dan kultur baru polri sesuai tuntutan reformasi sebagai polisi sipil.

 Peraturan disiplin Polri mengatur tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuan hukuman disiplin serta tata cara pengajuan keberatan apabilah anggota polri yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman yang dijatuhi kepadanya. Tujuan penjatuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin agar berubah menjadi baik.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 mengatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi bagi anggota Polri. Secara lebih lengkap Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 menyatakan:  Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: 

Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan pemerintah. 

Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang merugikan kepentingan negara. 

Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, pemerintah, dan kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menyimpang rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik- baiknya.

Hormat menghormati antar pemeluk agama.

Menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum.

Melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan atau merugikan negara atau pemerintah.

Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat.

Berpakaian rapi dan pantas. 


Bagan dibawah menjelaskan alur penanganan Laporan Masyarakat dan Penegak Hukum Terhdap Polri/PNS Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. 
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Alur Pengaduan Pelanggaran Wewenang Anggota Polisi
Pelapor atau pengadu, baik dari masyarakat maupun anggota Polri, datang ke ruang serta pelayanan bidang propam.

Laporan diterima oleh operator sentra pelayanan yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

Laporan polisi dan pelapor diberi surat tanda penerimaan laporan sebagai bukti laporan.

Selanjutnya pelapor dimintai keterangan oleh penyidik propam yang dituangkan dalam bentuk berkas acara pemeriksaan (BAP) awal.

Laporan polisi berikut BAP awal dilaporkan kepada kepala bidang propam polda Sumut  guna menentukan langkah selanjutnya.

Apabila kasus perlu penyekidikan lebih lanjut maka dilimpahkan kepada fungsi paminal.

Apabila kasus merupakan pelanggaran disiplin maka dilimpahkan kepada sub bidang propam.

Apabila kasus merupakan pelanggaran kedisiplinan petugas polisi maka dilimpahkan kepada sub bidang bagian profesi.

Apabila kasus merupakan tindak pidana maka dilimpahkan kepada fungsi reskrim.

Laksanakan siding

Putusan dan penetapan hukuman


Berdasarkan hal tersebut, maka cara penyelesaian pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin. Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa ketentuan penyelesaian pelanggaran peraturan disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankum.

Kepolisian yang melakukan tindakan pidana judi online dapat diberhentikan dengan tidak hormat tetapi jika melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik kepolisian, karena polisi merupakan instansi khusus dan memiliki aturan khusus pula, maka pada saat mengabdikan diri pada instansi tersebut haruslah siap untuk menerima dan menjalankan setiap peraturan yang ditetapkan oleh instansi tersebut demi menjaga nama baik dan kepercayaan masyarakat terhadap instansi yang dinaungi oleh aparat kepolisian tersebut. Karena kepolisian merupakan instansi besar dan memiliki tugas yang khusus dan tidak mudah. Menjadi bagian dari kepolisian harus siap untuk disibukkan dengan tugas berat untuk melindungi dan mengamankan masyarakat dan negara, jika seorang polisi meninggalkan tugas demi hal lain diluar amanah untuk menjadi polisi maka aparat tersebut bisa dikeluarkan dari instansi kepolisian.

Judi online  yang dilakukan oleh anggota Polri adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Selain itu dalam Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri juga dilarang untuk menyalahgunakan wewenang dalam tugasnya sebagai anggota Kepolisian. Seorang anggota Polri melakukan kekerasan harus dilakukan proses peradilan, dan mempertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan menjalani proses Sidang disiplin Polri, Sidang Kode Etik Polri, atau bahkan Peradilan Umum.
Hambatan Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi  Online Terhadap Anggotanya

Perjudian merupakan penyakit masyarakat yang terjadi sejak lama bahkan  hingga sekarang, karena judi merupakan penyakit masyarakat  dalam penegakan hukum menjadi atensi Pimpinan Polri, sehingga setiap Polsek diperintahkan melakukan penanggulangan terhadap judi baik dengan cara represif (penindakan) maupun preventif  (pembinaan), represif adalah dengan  cara tindakan penangkapan dari hasil laporan masyarakat serta dari hasil  tertangkap tangan yang dilakukan oleh Polisi secara mendadak terhadap tempat-tempat yang dicurigai menjadi tempat transaksi judi, sedangkan prefentif adalah dengan cara pembinaan melalui tokoh-tokoh masyarakat, agama yang ada di wilayah kerja Polsek, misalnya melalui pengajian, penyuluhan dan memasang slogan-slogan di tempat-tempat umum yang isinya tentang himbauan untuk tidak melakukan judi.

Pelaku perjudian walaupun sudah banyak yang ditangkap, namun tetap saja kepolisian belum mampu untuk mencegah dan  menanggulangi tindak pidana judi. Mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian aparat penegak  hukum banyak mengalami kendala-kendala atau hambatan.  Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian online yaitu :

Kendala Penegak hukum/Sumber daya manusia 
Penegak hukum mengalami kesulitas dalam menghadapi merebaknya cyber crime khusunya perjudian online. Hal ini dilatarbelakangi kurangnya jumlah persomil aparat peneggak hukum bagian unit judisila (unit yang menangani kasus pada tindak pidana perjudian dan asusila). Selain itu belum banyak aparat yang memahami seluk-beluk teknologi informasi, disamping itu aparat penegak hukum di daerah pun belum siap mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan internet dan kurangnya pelatihan-pelatihan mengenai teknologi khususnya disini dibidang cyber crime.

Minimnya jumlah personil kepolisian yang menangani kasus perjudian di khususnya unit judisila ini, perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal ini karena tindak pidana perjudian merupakan kejahatan yang telah memasyarakat dan sulit untuk diberantas. Dalam pemberantasan perjudian online, yang merupakan tindak pidana cybercrime, disamping memerlukan kecakapan aparat penegak hukum untuk melihat dan menterjemahkan perluasan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan juga dibutuhkan aturan hukum yang mengatur sistem pembuktian yang mampu mengakomodir kendala-kendala maupun hambatan dalam penegakan atau pemberantasan tindak pidana perjudian online, hal ini dikarenakan perkara tindak pidana perjudian online yang merupakan jenis tindak pidana cyber crime umumnya terkendala dan sulit dalam menemukan alat bukti untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana.

Kesulitan mengumpulkan alat bukti

Judi online termasuk kejahatan siber, sehingga alat bukti hanya berupa informasi dan dokumen elektronik yang disimpan di internet.

Keterbatasan teknologi dan keahlian

Keterbatasan sarana dan fasilitas, serta kurangnya penguasaan teknologi informasi di kalangan penyidik menjadi kendala utama dalam mengungkap pelaku judi online
Anggaran terbatas

Kurangnya anggaran khusus untuk penanganan kasus-kasus judi online juga menjadi faktor penghambat, demikian menurut Neliti. 
Sulitnya mengungkap barang bukti 

Aparat kepolisian tidak bisa begitu saja menangkap orang yang dicurigai  telah melakukan transaksi atau praktek judi online, karena harus  mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk menangkapnya. Sehingga dalam  hal ini kepolisian harus menangkapnya dalam keadaan tertangkap tangan bersama barang buktinya.
Aparat kepolisian dalam tindak pidana perjudian online tidak dapat begitu saja menangkap orang yang dicurigai telah melakukan tindak pidana perjudian, karena harus mempunyai alat-alat bukti yang cukup untuk menangkapnya. Apalagi tindak pidana perjudian online adalah tindak pidana yang dilakukan menggunakan komputer, jadi apabila saat komputer yang digunakan untuk perjudian shutdown (mati) maka alat bukti juga akan sangat sulit didapatkan. Karena semua riwayat yang diakses pelaku telah terhapus dalam memory komputer. Selain itu untuk menangkap pelaku perjudian juga sangat sulit dilakukan, karena pelaku tidak dapat diketahui secara pasti keberadaannya. Akun yang digunakan untuk perjudian juga tidak menggunakan sesuai dengan identitas diri yang sebenanrnya.

Sulitnya menangkap bandar
Kebanyakan yang ditangkap oleh kepolisian saat ini adalah pemain  karena mereka selalu membawa barang bukti judi sedangkan  untuk menangkap bandar sulit dilakukan karena mereka tidak pernah membawa barang bukti tersebut.

Kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat.

Salah satu pemicu yang dapat menghambat kerja aparat kepolisian dalam  mengungkap judi adalah kurangnya kepedulian dan kesadaran  masyarakat untuk membantu mengungkap pelaku judi online. Kebanyakan kasus yang terjadi di lapangan, masyarakat sekitar berusaha untuk menutup-nutupi dan melindungi para pelaku yang terlibat. Padahal dibutuhkan kerjasama yang baik antara petugas dengan masyarakat untuk  mengungkap judi. Masyarakat harus peka dan aktif terhadap keadaan sekitarnya jika disinyalir ada  judi online. Ironisnya, kadang di satu sisi masyarakat resah akan keberadaan judi namun disisi lain  masyarakat justru melindungi judi online.


Kontrol sosial masyarakat terhadap terjadinya perjudian online masih rendah. Masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan adanya kegiatan perjudian karena dianggap hal yang biasa, walaupun kegiatan ini terjadi ditempat umum dan merupakan suatu tindak pidana. Masih banyak masyarakat yang tidak memberitahu adanya tindak pidana perjudian online dilingkungan tempat tinggalnya, masyarakat hanya pura-pura tidak tahu karena takut akan berurusan dengan pihak kepolisian

Sesuai dengan keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, ditemukan masalah dan hambatan di dalamnya, hambatan itu terbagi menjadi 3 (tiga) bagian besar yakni: 

Dalam menerapkan sanksi pidana yang berat terhadap terdakwa selalu dihadapkan dengan usia muda dan perekonomian yang rendah.

Belum terdapatnya keseragaman tindakan dalam melakukan penanggulangan perjudian sehingga ada kalanya antara aparat penegak hukum tidak jarang berbeda pendapat dalam penerapan mengenai pasal dari peraturan pemerintah tersebut. 

Selama ini di dalam masyarakat memang ada semacam dua sikap dalam memandang perjudian. Sikap pertama sebagaimana terwakili oleh kalangan berwajib atau kepolisian, memandang pelaku adalah pelanggar hukum maka mereka dicurigai, jika perlu ditangkap, masyarakat yang terwakili oleh kalangan medis memandang pelaku perjudian adalah orang yang sakit dan perlu diobati.

Perjudian merupakan tingkah laku manusia yang harus diberantas, karena menimbulkan dampak yang tidak baik bagi masyarakat. Namun tanggapan masyarakat berbeda-beda. Ada yang menerima dan ada yang menentang perjudian. Hal ini dikarenakan:

Sebagian masyarakat sudah kecanduan perjudian, taruhan dan lotre, yang semuanya bersifat untung-untungan. Mereka mengharapkan keuntungan besar dalam waktu singkat dengan cara mudah, untuk kemudian dapat merebut status yang tinggi. 

Perjudian dianggap sebagai peristiwa biasa, sehingga orang berperilaku acuh tak acuh terhadapnya.47
Kasus judi ataupun perjudian dari hari ke hari semakin marak. Masalah judi ataupun perjudian merupakan masalah klasik yang menjadi kebiasaan yang salah bagi umat manusia. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Hakekatnya judi jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi dari dunia luar dengan memanfaatkan kemajuan fasilitas teknologi informasi dan sebagai dampak langsung globalisasi dalam era reformasi maka pengaruh buruk terhadap sesuatu hal secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang taraf pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah. Sebagai dampaknya jalan pintas untuk memperoleh sesuatu bukan hal yang diharapkan lagi, termasuk judi dan perjudian.

Upaya dan strategi yang pernah dan juga akan dilakukan dalam penanggulangan kejahatan perjudian oleh oknum anggota kepolisian adalah sebagai berikut:

Upaya Preventif 
Usaha preventif  ialah segala usaha atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi. Usaha preventif  adalah setiap usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi.

Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Jadi pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidak stabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah suburnya  pertumbuhan kejahatan.
Mencegah agar mereka tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan khususnya kejahatan judi online, maka mereka dibimbing, karena bimbingan adalah bagian dari pencegahan walaupun disadari, itu berhasil jika ada pencegahan secara umum. Upaya pencegahan terhadap perjudian online yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian yaitu aparat penagak hukum menjalankan beberapa kegiatan antara lain:
Melaksanakan operasi rutin dan operasi khusus.

Operasi atau razia kepolisian yang berkesinambungan oleh aparat keamanan/aparat penegak hukum terhadap penyakit masyarakat (pekat) besar artinya. Berkesinambungan dimaksudkan selain menghilangkan harapan para oknum untuk memperoleh untung dari permainan judi tersebut juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa akan memberantas penyakit masyarakat tersebut.

Penyuluhan aparat penegak hukum di dalam masyarakat
Diberikan penyuluhan atau informasi, baik untuk menghindarkan hal-hal yang membahayakan perkembangan judi khususnya judi  maupun terhadap bahaya-bahaya yang mungkin akan dialaminya. 
Peranan polisi mitra masyarakat.
Kepolisian yang mempunyai fungsi dan tugas sebagai aparat penegak hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakatnya, dengan melakukan berbagai upaya dan tindakan, pencegahan maupun penanggulangannya agar anggota masyarakat dapat terhindar dari judi dan akibat perjudian yang terjadi dalam masyarakat.

Berbagai tindakan dilakukan antara lain dengan melakukan penyuluhan, dan penerangan kepada anggota masyarakat mengenai akibat judi secara sosial dan secara hukum. Tindakan secara sosial atau yang bersifat non-hukum dilakukan melalui upaya pendekatan dan penyuluhan mengenai bahaya judi bagi masyarakat. Disamping itu dilakukan upaya penindakan seperti penggerebekan lokasi perjudian dilakukan karena kegiatan itu melanggar hukum dan norma-norma lainnya yang dianut dalam masyarakat. Mengingat judi sekarang marak dilakukan dalam masyarakat, dengan berbagai bentuk dan caranya masing-masing, pihak yang menjadi korban dari segala macam perjudian ini adalah masyarakat golongan bawah yang harus memenuhi kebutuhan hidup yang semakin sulit, tetapi mereka justru melakukan hal yang salah dengan melakukan judi dan perjudian, menyandarkan kehidupannya dari judi. Mereka itu antara lain dari kalangan pedagang rokok, penjual makanan dan minuman, pengelola tempat parkir dan sebagainya. Para penjudi tidak jera atau belum jera atas hukuman yang diberikan kepada mereka. Hukuman yang diberikan dapat berupa penindakan dengan memberi pengarahan, agar tidak melakukan lagi judi dan perjudian. 

Demikian pula sampai kepada proses peradilan dan menjatuhkan sanksi kepada para pelaku perjudian. Namun demikian, tampaknya belum dapat menjerakan para penjudi. Selama ini sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku dan penyedia tempat judi masih sangat ringan sehingga memungkinkan mereka melakukan kembali perjudian karena bagi penyedia sarana perjudian judi dapat memberikan keuntungan bagi mereka, tetapi ada korban di pihak masyarakat kecil lainnya yang juga menginginkan mendapat keuntungan. Pihak aparat kepolisian dengan berbagai cara telah berupaya untuk memberantas perjudian, yaitu melalui cara diantaranya melakukan penangkapan dan pengerebekan tempat judi, tetapi hasil yang dicapai belum memuaskan dan sampai saat ini perjudian masih marak di mana-mana. Sehubungan dengan hal itu, perlu dicarikan lagi cara yang dapat dipakai untuk mencegah dan menanggulangi perjudian yang terjadi dalam masyarakat. Di samping itu, untuk mencegah agar judi tidak menyebar dan meluas di kalangan masyarakat, yang akibatnya dapat menyengsarakan masyarakat.

Pencegahan secara umum ialah bagaimana usaha mengenal dan mengetahui ciri-ciri khas dari pelaku kejahatan dan memberi apa yang mereka butuhkan untuk pengembangan diri sehingga hidupnya luput dari hal-hal yang merugikan dirinya.

Pencegahan dengan memberikan pendidikan, bukan hanya dengan penambahan ilmu dan ketrampilan, melainkan juga dengan pendidikan mental melalui pendidikan agama, budi pekerti dan bagaimana cara-cara yang seharusnya hidup. Inilah pembinaan langsung kepada masyarakat tanpa melupakan pendidikan tentang lingkungan, sehingga lingkungan ikut mencegah timbulnya kejahatan yang merusak masyarakat itu sendiri.

Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada tinda​kan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi, yang dapat menjurus ke arah birokratisme yang merugikan penyalahgunaan kekuasaan/wewenang. Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya tidak diperlu​kan banyak dan tenaga seperti pada usaha represif, dan rehabilitasi menurut perbandingan. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah/kendaraan, memasang lampu di tempat gelap dan lain-lain.

Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti antara lain; stigmatisasi (pemberian cap pada yang dihukum atau dibina), pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak as​si, permusuhan/kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus ke arah residivisme. Viktimisasi struk​tural yaitu penimbulan korban struktur tertentu dapat diku​rangi dengan adanya usaha pencegahan tersebut, misalnya korban suatu sistem penghukuman, peraturan ter​tentu sehingga dapat mengalami penderitaan mental, fisik dan sosial. 

Usaha pencegahan kriminalitas yang disamping memperha​tikan perbaikan lingkungan juga memperhitungkan pembina​an mental dapat dianggap sebagai satu cara yang paling baik, meskipun pemantapannya tidak mudah dan makan waktu.

Pencegahan melalui perbaikan lingkungan (sebelum kri​minalitas dilakukan) adalah antara lain: 

Perbaikan sistem pengawasan.

Penghapusan kesempatan melakukan perbuatan kri​minil. Misalnya pemberian kesempatan mencari nafkah secara wajar untuk dapat memenuhi keperluan hidup, penghapusan/mengurangi daerah rawan; me​ngurangi kekhawatiran penduduk terhadap gangguan perbuatan kriminil, pengurangan gangguan, pemikir​an mencari jalan keluar.

Pencegahan melalui perbaikan perilaku (sebelum krimi​nalitas dilakukan) adalah antara lain:

Pemberian imbalan pada perilaku yang sesuai de​ngan hukum.

Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku kriminil.

Patroli polisi untuk pencegahan.

Pengikutsertaan penduduk dalam pencegahan kri​minalitas.

Pendidikan para calon korban kriminalitas; menge​nai usaha-usaha pencegahan.

Peningkatan/pengadaan program asuransi. 

Penguatan ikatan sosial tetangga di daerah perkota​an.

Hasil/akibat pencegahan melalui perbaikan dan perilaku sebelum kriminalitas dilakukan adalah antara lain:

Pengurangan angka kejahatan/korban kejahatan.

Pengurangan tekanan/beban pada penduduk, polisi, pengadilan dan organisasi pembinaan.

Pengurangan angka gangguan/pelanggaran pada ke​bebasan penduduk; dan pengurangan pengeluaran untuk kegiatan kriminil.

Lebih banyak pengeluaran untuk pengembangan ko​ta, perbaikan lingkungan, pendidikan dan pemberian kerja.

Usaha Represif
Usaha repressif adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi.
 Usaha represif dilakukan dengan difungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku tindak pidana judi  yaitu:
Sanksi yuridis yaitu sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana materil.

Sanksi sosial yaitu sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tercela berupa pengucilan sosial dan semacamnya.

Sanksi spritual yaitu rasa bersalah terhadap diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa, jika melakukan hubungan dengan khaliknya.

Usaha repressif ini termasuk juga penjatuhkan hukuman yang benar-benar sesuai dengan kesalahannya oleh Pengadilan, yang dapat memberikan keinsyafan atau kesadaran agar jangan melakukan perbuatan kejahatan seperti itu lagi. Penerapan cara represif ini, menanggulangi kejahatan-kejahatan  khususnya kejahatan perjudian  yang telah terjadi beserta usaha-usaha yang ditempuh agar kejahatan itu tidak terulang lagi dan sangat diperlukan kontrol yang sangat efisien dan kontiniu.

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan  hukum perikatan perjudian online oleh anggota kepolisian adalah tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini karena objek dari perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan di Indonesia. Perjanjian yang berkaitan dengan perjudian online oleh siapa pun, termasuk anggota kepolisian, adalah  batal demi hukum di Indonesia karena objeknya ilegal. Anggota kepolisian yang terlibat menghadapi sanksi pidana dan sanksi etik berat hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)
Penegakan hukum terhadap oknum polisi yang teerlibat perikatan dalam   judi  online dilakukan melalui dua jalur, yaitu  sanksi pidana berdasarkan hukum umum dan sanksi disiplin serta kode etik internal Polri, yang dapat berujung pada Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH). Penegakan hukum ini mencakup penindakan terhadap anggota yang hanya sekadar bermain judi online, terlebih lagi jika terlibat sebagai pelindung (beking) atau bagian dari jaringan bandar

Hambatan Kepolisian dalam penanggulangan judi  online terhadap anggotanya adalah kurangnya sumber daya, keterbatasan teknologi, dan masalah internal seperti potensi keterlibatan oknum aparat. Hambatan ini muncul karena kesulitan mengumpulkan bukti elektronik, sulitnya identifikasi pelaku, keterbatasan anggaran, dan minimnya keahlian teknologi di kalangan penyidik, ditambah dengan koordinasi yang belum optimal antara kepolisian dan instansi terkait. 
Saran

Polri sebagai aparatur negara yang memiliki sejumlah diskresi kepolisian berpotensial untuk melakukan pelanggaran hukum sehingga perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan terhadap Polri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara pengawasan baik dari dalam organisasi Polri sendiri maupun berasal dari luar organisasi Polri.

Bagi pihak Kepolisian, agar suatu peraturan Kode Etik Profesi Polri dapat diterapkan dengan baik, maka sebaiknya Polri lebih meningkatkan pengawasan kinerja terhadap para anggotanya dengan cara, seperti melakukan pembinaan sesuai dengan profesi, menekankan nilai moral dalam diri setiap individu supaya berperilaku sesuai dengan kode etik profesi yang melekat pada diri setiap anggota Polri serta mengamalkan dasar dari kepolisian agar tidak terjadi pelanggaran kode etik profesi lagi. 

Bagi masyarakat diharapkan masyarakat lebih dapat memahami bagaimana mekanisme penanganan anggota Polri yang melakukan pelanggaran tindak pidana maupun disiplin kerja, sehingga masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum dapat ditindak secara tegas dan jauh lebih berat hukumannya dari masyarakat umum apabila melakukan suatu pelanggaran.
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